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ABSTRAK

bahwa ketentuan mengenai Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal
Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkitan
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri
Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.011/2012, dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal,
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan
Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN 3612) sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN 4661);
Perpres No. 97 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 221); Permenkeu RI No.
258/PMK.011/2014.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas impor Barang Modal yang dilakukan oleh Badan Usaha dapat diberikan
fasilitas pembebasan bea masuk, terhadap Barang Modal yang nyata-nyata
dipergunakan untuk industri pembangkitan tenaga listrik dengan ketentuan
sebagai berikut diataranya belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi di
dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau sudah
diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan
industri. Barang Modal asal impor di dalam kontraknya harus mencantumkan
klausul tidak termasuk bea masuk.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor Barang Modal, Badan
Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Realisasi impor barang berdasarkan Rencana Impor Barang (RIB), dilakukan
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya keputusan mengenai
pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang modal.

Barang Modal dapat dilakukan Pemindahtanganan setelah 2 (dua) tahun sejak
tanggal pemberitahuan pabean impor.

Ketentuan mengenai tata cara Pemindahtanganan Barang Modal diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



CATATAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka
Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam
Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga
Listrik Untuk Kepentingan Umum; dan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.
011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal
Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit
Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang
Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri
Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.011/2012, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan/atau belum
diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Maret 2015.



